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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia  dilakukan melalui mekanisme  Port State Control (PSC) oleh Pejabat Pemeriksa Kapal Asing (PSCO) untuk memastikan kelaiklautan dan keamanan kapal sesuai standar internasional. Selain itu, TNI Angkatan Laut melakukan pengawasan untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan oleh kapal asing. Pengawasan mencakup kepatuhan terhadap konvensi maritim, pelarangan kegiatan yang mengancam kedaulatan, dan pemantauan melalui sistem seperti AIS (Automatic Identification System)
Pemberlakuan ketentuan bagi kapal berbendera asing untuk melintas di alur laut kepulauan Indonesia ditinjau dari perspektif hukum negara Indonesia dan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982 adalah kapal berbendera asing memiliki hak lintas  damai dan transit di alur laut kepulauan (ALKI) untuk transit yang terus-menerus, langsung, dan cepat antara dua bagian high seas atau ZEE. Indonesia, sebagai negara kepulauan, dapat menetapkan ALKI untuk mengatur lintasan ini sesuai hukum nasionalnya, tetapi hak kapal asing tidak boleh dihalangi. Kapal harus mematuhi ketentuan UNCLOS dan hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan UNCLOS, serta tidak boleh melakukan kegiatan yang mengganggu atau mengancam kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara. 
Hambatan pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia  adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi, wilayah laut yang sangat luas, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum dan  upaya mengatasinya adalah integrasi fungsi dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga seperti Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) diupayakan untuk menciptakan efisiensi penegakan hukum maritim.
Saran

Perlu diatur hak dan kewajiban kapal dagang, kapal perang dan kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan niaga dan bukan niaga dalam melaksanakan hak lintas damai melalui perairan Indonesia. Di samping itu juga perlu diatur secara spesifik tentang lintas alur kepulauan bagi kapal-kapal perang dan pesawat militer asing.

Pembinaan dan pelatihan yang intensif bagi aparat pemeriksa kelaik lautan dilapangan agar lebih fokus dalam memeriksa kapal, lebih mengutamakan unsur keselamatan manusia dan tegas dalam keadilan untuk kemanusiaan.

Melakukan penyuluhan dan pembinaan pada para pemilik kapal / agen kapal asing untuk taat hukum dan mematuhi segala prosedur dan peraturan yang berlaku dalam menjadikan kapalnya menjadi laiklaut, sehingga kapal tetap aman dalam pelayaran dilaut.
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